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Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Noor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunjan Keluarga;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, dan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4736;

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5373);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara
Lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan
Sipil dan Petugas Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak
dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran
Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon (Lebaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun
2015 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Urusan
Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 5 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2016 Nomor 7 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Cirebon;

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Cirebon;
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Peraturan Walikota Cirebon Nomor 54 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk di Kota Cirebon;

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang
Blangko Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran

Cirebon, Maret 2017
Sekretaris Disdukcapil

Drs. ANAN SUYITNO



